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Persediaan adalah aset lancar berupa barang yang ditujukan untuk menunjang 
kegiatan operasional. Persediaan yang ada di instansi pemerintah tentunya 
mendapatkan perlakuan akuntansi. Pedoman yang digunakan oleh Instansi 
Pemerintah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 
tentang Inventarisasi. Setiap laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu Instansi 
Pemerintah tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah di 
suatu daerah. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah 
yang bergerak di bidang jasa khususnya dalam mengatasi ledakan penduduk di Riau. 
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki gudang untuk menyimpan perbekalan 
operasional, termasuk perbekalan alat kontrasepsi. Permasalahan yang ditemui di 
Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah ketidaksesuaian dalam penyajian 
dan pengungkapan perbekalan kontrasepsi. Metode penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif deskriptif, yaitu hasil yang akan ditampilkan berupa kalimat-
kalimat atau uraian tentang apa yang diamati. Objek penelitian ini menggunakan 
data tahun berjalan 2020.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Hasil penelitian ini adalah perwakilan BKKBN Provinsi Riau tidak 
mengeluarkan nilai stok alat kontrasepsi yang rusak atau kadaluarsa dan tidak 
menjelaskan kondisi sebenarnya pada saat terjadi persediaan alat kontrasepsi yang 
rusak atau usang. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
 Setiap Instansi Pemerintah tentu tidak jauh dari kegiatan Akuntansi 
Pemerintah. Instansi Pemerintah tidak jauh dari lingkup politik, namun 
lingkup ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemerintah tentu memiliki 
tanggungjawab terhadap masyarakat atas kegiatan akuntansi yang telah 
dilaksanakan untuk lebih transparansi dan dapat 
mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan oleh 
lembaga tersebut. Akuntansi pemerintah yang digunakan yaitu berbasis 
akrual. 
 Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional 
tentu didukung dengan adanya persediaan. Persediaan ini biasanya 
didapatkan dengan cara membeli atau mendapatkan distribusi dari pusat. 
Instansi Pemerintah pasti akan melakukan pencatatan atas persediaan yang 
didapatkan dengan acuan yang ada. Instansi Pemerintah dalam hal ini 
menganut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perlakuan persediaan 
untuk pemerintah sudah ditetapkan di dalamnya. 
 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka acuan 
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan 
pemerintahan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) 
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dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). SAP semula 
ditetapkan pada PP RI No. 24 Tahun 2010, lalu digantikan dengan PP RI 
No. 71 Tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengaturan Standar 
Pemerintahan dan disusun berdasarkan kepada Kerangka Konseptual 
Akuntansi Pemerintahan.  
 PSAP No 05 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ini adalah 
standar yang mengatur tentang akuntansi persediaan yang disah kan pada 
tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2010. Dalam PSAP terdapat 11 
point yang diantaranya PSAP No 05 yang diambil dalam penelitian kali 
ini. PSAP No 05 mengatur berbagai standar akuntansi persediaan 
berdasarkan peraturan pemerintahan diIndonesia. 
 Yang dibahas pada tugas akhir ini adalah persediaan yang ada di 
BKKBN Provinsi Riau yang mencakup barang-barang yang diserahkan 
dan dipakai masyarakat yaitu alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan yang 
dikonsumsi masyarakat. 
 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
(BKKBN) Provinsi Riau adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di 
bidang jasa atau lebih tepatnya pelayanan dalam menanggulangi 
meledaknya penduduk di Riau. Agenda yang sering dilakukan oleh 
BKKBN Provinsi Riau adalah Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan 
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penyuluhan tentang cara mencegah meledaknya penduduk dengan cara 
suntik KB, pemakaian alat kontrasepsi, MOW, MOP, dan sebagainya.   
 BKKBN yang masyarakat ketahui tentu tidak jauh dari Alat 
Kontrasepsi (Alkon). Perwakilan BKKBN Provinsi Riau juga 
mendapatkan persediaan alkon. Persediaan alkon ini didapatkan BKKBN 
Provinsi Riau dengan dua cara yaitu pengadaan barang dan transfer masuk 
dari BKKBN Pusat dan/atau BKKBN Provinsi Lain. Ketika Alat dan obat 
kontrasepsi datang maka langsung di masukkan ke dalam gudang, lalu 
akan dicatat pada buku barang masuk dan kartu persediaan. 
 Persediaan alat dan obat kontrasepsi ini nantinya akan dibagikan dan 
diserahkan ke masyarakat sebagai mana mestinya tanpa adanya 
pemungutan biaya karna memang alat dan obat tersebut gratis dibagikan 
melalui puskesmas-puskesmas daerah, dinas kesehatan daerah, kader-
kader KB disetiap daerah yang dibawah naungan BKKBN Provinsi Riau. 
 Permasalahan yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau ini 
adalah ketidaksesuaian penyajian dan pengungkapan pada persediaan. 
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memperoleh alat kontrasepsi dari 
BKKBN Pusat melalui kegiatan pengadaan barang dan transfer masuk. 
Menurut PSAP No. 05, persediaan dalam keadaan usang atau rusak tidak 
dapat disajikan dalam neraca serta harus diungkapkan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). Faktanya pada Perwakilan BKKBN Provinsi 
Riau, persediaan alat kontrasepsi yang usang atau rusak disajikan dalam 
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neraca dan tidak diungkapkan pada CaLK. Dampak dari kesalahan 
penyajian dan pengungkapan persediaan alat kontrasepsi ini tentu akan 
menghasilkan laporan keuangan yang tidak benar, tidak valid, serta tidak 
sesuai dengan acuan yang terdapat pada SAP, khususnya PSAP No. 05. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan apakah perlakuan 
akuntansi persediaan selain pengukuran juga terdapat ketidaksesuaian 
antara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan PSAP No.05. Walaupun 
jarang terjadi adanya barang rusak atau cacat baik rusak dalam perjalanan 
atau cacat saat pembuatannya, namun apapun alasan dibalik itu ada 
sebaiknya harus dicatat juga agar laporan yang disajikan terperinci dan 
sesuai dengan PSAP No 05. 
 Dalam mendapatkan stok alat dan obat BKKBN menentukan 
anggaran sesuai dengan permintaan puskesmas-puskesmas daerah dan 
berbagai instansi yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, terjadinya 
barang kadaluarsa atau penumpukan barang paling sering terjadi karena 
kelebihan stok tak jarang BKKBN pusat memberi alat dan obat kontrasepsi 
melebihi pengadaan anggaran yang diminta maka terjadi penumpukan 
barang dan sering juga terdapat yang kadaluwarsa. 
 Jika barang kadaluarsa maka pihak BKKBN memusnahkannya 
dengan meleburkan yang nantinya akan diserahkan pada pihak ketiga, agar 
meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila dibuang 
sembarangan, pihak ketiga yang meleburkan barang kadaluwarsa ini juga 
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diberi anggaran karna yang dileburkan tidak 1 atau 2 pcs melainkan beribu 
pcs.  
 Dalam pembagian alat dan obat kontrasepsi pihak BKKBN 
menetapkan metode FIFO yang pertama masuk itu yang pertama keluar 
atau dibagikan, masing-masing masa kadaluwarsa alat dan obat bervariasi 
rentan waktu 1-5 tahun , jika obat-obat itu disimpan disuhu dingin agar 
lebih steril begitu juga sunti-suntik atau iyud harus steril dan bersih. 
 anggaran alat dan obat 2019-2020. 
Table 1.1 




Sumber: laporan rincian barang persediaan, BKKBN Riau tahun anggaran 2020. 
Terdapat penurunan anggaran karena stok berlebih pada tahun 
sebelumnya masih terdapat digudang yang nanti nya pada saat ada 
permintaan barang maka yang persediaan sebelumnya yang akan 
dibagikan lebih dulu. Namun penulisan laporan catatan anggaran laporan 
keuangan tidak ditulis atas kelebihan stok tersebut jadi BKKBN hanya 
menambah stok yang kurang sebanyak yang diminta oleh puskesman-
puskesman maupun instansi kesehatan lainnya dibawah BKKBN. 
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Untuk barang rusak dan usang baik ringan, berat atau sedang yang 
seharusnya dimasukan jelas dilaporan keuangan juga tidak ditulis oleh 
BKKBN melainkan hanya : 
Keterangan: 
1. Persediaan Rp.0 dalam kondidi rusak 
2. Persediaan Rp.0 dalam kondisi usang 
Tanpa dijelaskan pembagian rusak sedang berat maupun ringan. 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat topik ini untuk 
menjelaskan lebih dalam bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan 
yang benar dalam SAP dengan judul "ANALISIS AKUNTANSI ATAS 
PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PADA 
PERWAKILAN BKKBN RIAU” 
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah dapat 
dirumuskan:  
1. Bagaimana akuntansi persediaan alat dan obat kontrasepsi 
dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan/penyajian, dan 
pencatatan persediaan  pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau?  
2. Apakah akuntansi persediaan alat dan obat kontrasepsi di 




1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilakukan 
bertujuan:  
1. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi persediaan 
alkon dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan/penyajian, 
dan pencatatan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi persediaan alat 
dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau sesuai dengan 
PSAP no 05 tahun 2010.  
1.4. Manfaat Penelitian  
 Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 
manfaat untuk:  
1. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perwakilan 
BKKBN Provinsi Riau untuk memperbaiki perlakuan 
akuntansi yang telah disesuaikan dengan PSAP 05 tahun 2010. 
2. Akademik 







1.5  Metode Penelitian 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah di Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau yang beralamat di 
Jalan Terubuk No.1, Wonorejo,Kec. Marpoyan Damai, Kota 
Pekanbaru, Riau.28125 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung 
dari BKKBN Provinsi Riau dengan melakukan interview atau 
wawancara kepada Pewakilan BKKBN, kepala gudang dan 
koordinator keuangan  terkait dengan analisis persediaan 
berdasarkan PSAP No.05 tahun 2010 di BKKBN. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh melalui DOkumen- dokumen seperti 
Neraca, jurnal transaksi, kartu persediaan, yang telah diarsipkan 
oleh BKKBN Provinsi Riau, PSAP No.05, karya ilmiah dan 
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Yaitu dengan mengutip data yang diperoleh dari dokumen-





Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-
pihak terkait yaitu bapak arselan syarif selaku koordinator 
keuangan dan bapak Andika tri saputra selaku kepala gudang. 
4. Analisis Data  
           Analisis data yang digunakan tergolong kedalam penelitian 
deskriptif kualitatif yang dalam proses penelitian dan pengolahan 
datanya tidak menggunakan perhitungan, hanya memberikan 
gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan yang di teliti. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Penelitian ini disusun atas 4 (empat) bab dengan susunan yang 
sistematis agar memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan 
antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang 
konsisten. Adapun sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut : 
 BAB I : PENDAHULUAN  
ini terdiri dari beberapa sub-sub bab yang membahas tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 







 BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini mendeskripsikan atau mengenai gambaran umum 
perusahaan yang terdiri dari profil dan sejarah singkat berdirinya BKKBN 
Provinsi Riau, kemudian menjelaskan struktur organisasi serta visi dan 
misi Perusahaan. 
 
 BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  
Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang berhubungan 
dengan masalah yang diangkat, mengunggkap bagaimana pengakuan, 
pengukuran, pengungkapan dan pengkajian alat dan bahan kontrasepsi di 
BKKBN Provinsi Riau sesuai dengan psap no.05. 
 
 BAB IV : PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil 
penelitian, yang membangun dan dapat memberi manfaat bagi perusahaan, 










GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1 Sejarah BKKBN 
 Periode Perintisan (1950-an – 1966) 
Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan 
Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 
di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri 
berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood 
Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- 
keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu 
mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati 
kemandulan serta memberi nasihat perkawinan. 
Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh 
Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu 
menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan 
pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. 
Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah 
kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang 
meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa 
kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan 
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keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di 
Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di 
Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967. 
 
 Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional 
Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan 
pernyataan sebagai berikut: 
1. PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai 
keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah 
2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai 
Program Pemerintah segera dilaksanakan. 
3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam 
melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya 
faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. 
  Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani 
Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa 
pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan 
menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. 
Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, 
Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus 
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menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha 
pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang 
dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. 
Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra 
membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari 
kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional. 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden 
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada 
Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: 
1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi 
yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. 
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga 
yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga 
Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat. 
  Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada 
tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 
35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan 
mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga 
Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra 
dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat 
yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 
dibentukLembaga Keluarga Berencana Nasional 
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(LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. 
Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. 
 Periode Pelita I (1969-1974) 
Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 
1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo 
Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar 
Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi 
dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi 
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan 
langsung dibawah Presiden. 
Untuk melaksanakan program keluarga berencana di 
masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. 
Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical 
Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide 
keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan 
melalui kesehatan yang paling tepat. 
 
 Periode Pelita II (1974-1979) 
Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 
adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas 
15 
 
pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan 
kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun 
di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan 
pelaksanaan di lapangan. 
Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang 
semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan 
sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan 
Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini 
pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan 
Kependudukan sebagai pilot project. 
 Periode Pelita III (1979-1984) 
Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan 
(partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab 
masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka 
masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan 
peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB 
baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi 
operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava 
Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga 
diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode 
ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan 
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kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang 
dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. 
 
 Periode Pelita IV (1983-1988) 
Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. 
Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. 
Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. 
Pada masa  ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui 
Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah 
dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui 
koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif 
dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai 
fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian 
wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program. 
Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai 
dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto 
dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini 
Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan 
kampanye LIngkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan 






 Periode Pelita V (1988-1993) 
Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat 
oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB 
terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya 
manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian 
diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas 
(LIMAS).  Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih 
sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan 
lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi. 
Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 
khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka 
kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk 
mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia 
perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga 
dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 
 
 Periode Pelita VI (1993-1998) 
Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu 
“Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan 
partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet 
Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 
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Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai 
Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal 
dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian. 
Pada tangal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono 
diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala 
BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan 
reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan 
menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 
1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang 
Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN 
dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri 
Kependudukan. 
 
 Periode Pasca Reformasi 
Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-
undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional 
merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas 
penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan 
kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui 
pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan 
ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini 
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan 
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Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000. 
Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan 
kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami 
masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, 
yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 
menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana 
diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-
lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU 
Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan 
tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era 
desentralisasi. 
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang 
telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi 
terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-
Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN 
yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 
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2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan 
kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas 
dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana 
di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat 
BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional 
dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2). 
Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan 
Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN 
Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 
sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap 
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Renstra  BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi 
penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator 
kinerjanya. 
Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami 
beberapa pergantian: 
Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN 
dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang 
dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. 
Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes 
Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 
akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan. 
Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes 
Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik 
menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi 
sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006. 
Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang 
dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006. 
Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarha 
Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi 
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badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada 
tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri 
Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). 
Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN). 
Pada tanggal 26 Mei 2015 Presiden RI Joko Widodo 
menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) yang baru yaitu dr. Surya 
Chandra Surapaty, MPH, Ph.D, yang dilantik oleh Menteri 









2.2 Struktur Organisasi  
Struktur organisasi di BKKBN : 
Gambar 2.1 
Sumber : https://www.bkkbn.go.id/pages/struktur-organisasi  
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Susunan Organisasi dalam Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau 
yaitu dipimpin oleh Ketua,ketua BKKBN Provinsi Riau saat ini 
adalah Yenrizal Mahmud kemudian dibantu oleh Sekrtaris Badan, 
selain itu Ketua dibantu juga oleh Sub Bidang Perencanaan, Sub 
Bidang Umum dan Humas, Sub Bidang Keuangan dan BMN, Sub 
Bidang Kepegawaian dan Hukum, Sub Bidang Administrasi 
Pengawasan.  
Selain itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau juga langsung 
membawahi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kelaurga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Keluarga Sejahtera 
dan Pemberdayaan Keluarga, Bidang Advokasi, Pengerakan, dan 
Informasi, Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan Diklat KBB 
Pekanbaru. 
Wawancara yang dilakukan dengan perwakilan BKKBN 
Provinsi Riau yaitu Bidang koordinasi keuangan bapak Arselan 







2.3 Visi dan Misi BKKBN Provinsi Riau 
Visi 
“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk 
tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.” 
Misi 
 Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. 
 Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 
 Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. 
 Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 
 Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. 
 
2.4 Nilai BKKBN 
1. Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif 
dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang 
dihadapi.Tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang 
menyerah untuk mencapai tujuan. 
2. Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip 
kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta 
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menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan 
bersama. 
3. Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten 
antara pikiran, perkataan dan perbuatan. 
4. Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan tulus dan sungguh-sungguh. 
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi 
Tugas Pokok 
“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana.” 
Fungsi 
 Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendaliaan 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
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 Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; 
 Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di 
lingkungan BKKBN; 
 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 
BKKBN; 
 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan 
 Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di 
bidang KKB; 




3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab BKKBN; 
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan 
5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB. 
2.6 Kewenangan BKKBN Provinsi Riau 
Kewenangan 
 
 Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana. 
 Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan 
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk. 
 Peningkatan pemanfaaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi 
informasi. 
 Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan 
keluarga berencana 
 Peningkatan kualitas manajemen program. 
 Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk. 
 Perumusan kebijakan kependudukan yang  sinergis antar aspek kuantitas, 
kualitas dan mobilitas. 























        Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Perwakilan BKKBN 
Provinsi Riau telah tercapainya tujuan yang telah disampaikan pada Bab 1 
yaitu mengetahui perlakuan akuntansi persediaan alat kontrasepsi dalam hal 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Perwakilan 
BKKBN Provinsi Riau. Tujuan lain yaitu mengetahui kesesuaian antara teori 
dan lapangan. Maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi 
atas persediaan alat kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagai 
berikut: 
1. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau  mengakui persediaan alat 
kontrasepsi pada saat barang telah diinput pada Aplikasi Akuntansi 
Persediaan (UAKPB). 
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melaksanakan pengukuran dengan 
menggunakan biaya perolehan, karena cara utama dalam mendapatkan 
alat kontrasepsi yaitu pengadaan barang yang dikirim oleh supplier 
pusat sesuai dengan permintaan puskesman ataupun klinik. 
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menerapkan metode First In First 
Out (FIFO) pada saat proses pengeluaran persediaan alat kontarsepsi 
dari gudang. Pencatatan yang diterapkan yaitu secara aktual dengan 
metode Perpetual yaitu mencatat setiap barang masuk dan keluar pada 
76 
 
kartu persediaan, sehingga nilai dalam kartu persediaan selalu 
diperbarui. Pencatatan beban persediaan yang diterapkan oleh 
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah pendekatan aset. Beban 
diakui ketika telah dipakai atau telah didistribusikan kepada pihak 
ketiga. 
4. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menyajikan dan mengungkapkan 
persediaan alat kontrasepsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 05. 
 
4.2. Saran untuk BKKBN dan Peneliti selanjutnya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan oleh Intansi guna meningkatkan 
kinerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, yaitu 
a. Diharapkan pada saat penyajian nilai persediaan pada neraca, 
hendaknya pada saat melaksanan stock opname harus diteliti kembali 
kondisi persediaan alat kontarsepsi yang rusak atau usang walaupun 
minim sekali terjadinya kerusakan  dan nilai atas persediaan alat 
kontrasepsi yang rusak atau usang tersebut harus di keluarkan dari 
neraca. 
 
b. Diharapkan pada saat pengungkapan di dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) hendaknya dijelaskan bagaimana kondisi persediaan 
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alat kontrasepsi secara detail agar Laporan Keuangan yang ditampilkan 
kepada Masyarakat benar-benar valid. 
Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan 
di atas terdapat saran yang bisa dipertimbangkan oleh peneliti 
selanjutnya, yaitu 
a. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian perlakuan 
akuntansi khususnya persediaan pada subjek penelitian yang berbeda 
tetapi sejenis. 
b. Peneliti juga dapat mengembangkan penelitian perlakuan akuntansi 
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1. Apa filosofi atau starategi BKKBN Provinsi Riau? 
“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewudjudkan 
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” 
 
2. Bagaimana susanan organisasi di BKKBN Provinsi Riau? 
“Dipimpin oleh ketua Bapak Henrizal hadi, dibantu seketaris sesuai 
dengan bidangdan berbagai bidang keorganisasian, selengkapkan bisa di 
liat di BKKBN link” 
 
3. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mendapatkan barang kontrasepsi? 
“Dengan cara pengadaan barang dan tarsfer masuk tetapi lebih sering 
dengan pengadaan barang dengan mengeluarkan anggaran yang nanti 
diberikan oleh pusat” 
 
4. Bagaimana pencatatan akuntansi persediaan yang diberlakukan di BKKBN 
Provinsi Riau? 
“Pencatatan di BKKBN Riau dengan metode perpetual karna barang 
barang kesehatan harus dengan kontrol yang lebih agar selalu terupdate 




5. Apakah pencatatan akuntansi persediaan di BKKBN sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan ? 
“Menurut saya ini sudah sesuai namun kami selalu mengondisikan dan 
menerapkan pencatatan dengan sebaik mungkin sesuai dengan PSAP NO 
05 agar catatan laporan keuangan yang disajikan adalah sebenar benarnya” 
 
6. Pihak mana saja yang terkait dengan pencatatan persediaan di BKKBN ? 
“Pihak yang terkait dengan pencatatn adalah sub bidang keuangan dan 
gudang yang ada salah satunya bapak Arsenal Syarif dan bapak andika tri 
saputra” 
 
7. Berapa berapa kali sekali barang yang meliputi alat dan obat kontrasepsi 
datang kegudang BKKBN ? 
“Barang yang datang ini sesuai dengan pengadaan barang yang diminta 
oleh BKKBN Riau bisa sebulan sekali bahkan lebih sesuai kebutuhan atau 
permintaan yang ada, tetapi pengedaan yang diminta BKKBN adalah 
sebulan sekali termasuk anggaran-anggaran barang yang lain” 
 
8. Setiap barang datang apakah ada barang yang rusak atau cacat? Kalau ada 
bisakah dipersenkan berapa banyak kerusakan yang diterima, dan tindakan 
apa yang dilakukan pada barang rusak tersebut?  
“Sangat jarang sekali terdapat barang yang cacat baik barang rusak 
diperjalanan maupun barang yang rusak saat pengiriman” 
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9. Berapa lama tahannya barang yang ada digudang sebelum dibagikan? 
“sesuai dengan masa kadaluwarsa setiap barang, masa tahan nya berbeda-
beda  rentan waktu 3-5 tahun” 
 
10. Jika ada kerusakan pada barang, dicatat dineraca atau di catatan atas 
laporan keuangan? Apakah dipisah barang yang rusak berat dengan yang 
rusak ringan? 
“tidak dicatat karna jarang sekali barang yang rusak maka kami 
mengganggap semua barang dalam keadaan baik, tetapi dalam penyajian 
persediaan kami sajikan di neraca dan untuk pengungkapannya tidak kami 
tulis atau pisah barang rusak ringan, berat, atau kadaluarsa” 
 
11. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mengakui persediaan alkon yang 
masuk ke gudang?  
“Kami mengakui barang apabila sudah di input ke aplikasi akuntansi 
persediaan, apabila belum terimput maka belum menjadi barang milik 
BKKBN” 
 
12. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau dalam mencatat beban persediaan? 
“BKKBN Riau dalam mencatat beban persediaan dengan pendekataan aset 
karena saat pembelian dicatat persediaan (aset lancar) jurnalnya beban 
persediaan pada persediaan” 
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13. Misal, ada barang baru masuk tetapi barang lama masih ada, apakah yang 
dibagikan barang lama dulu atau bagaimana ? 
“BKKBN Riau menggunakan metode FIFO dalam mengeluarkan barang 
yaitu barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali 
keluar sesuai dengan harga barang pada saat pertama kali beli, karena 
menghindari penumpukan barang dan menghindari barang kadaluarsa” 
 
14. Untuk diteliti lebih lanjut bolehkah mendokumentasi kan neraca,jurnal 
transaksi,kartu persediaan dan catatan persediaan yang masuk maupun 
keluar. 
“kami memberikan data real tahun 2020 dari Awal sampai akhir periode 
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